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ABSTRAK 

 

Peraturan Daerah Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta 

penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam 

koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta sebagai alat 

pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah khususnya di Kalimantan 

Barat. Dengan ini ketertiban dalam pengelolaan PKL di Kabupaten Sintang dalam 

roda perekonomian dan lapangan kerja di bidang UMKM dirasa penting untuk 

dilakukan kajian karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis 

Yuridis Empiris Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Tanjung Puri 

Kabupaten Sintang”.  
Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana 

Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan PKL, bagaimana proses legalitas 

atau izin terhadap PKL serta faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan 

PKL. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan-pendekatan 

deskriptif analisis. Melakukan wawancara bersama Satpol-PP, Dinas Perdagangan 

serta para pedagang PKL. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Jalan 

Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang di pengaruhi oleh faktor 

waktu, faktor biaya dan faktor pendapatan. Adapun proses penyelesaian penertiban 

PKL dengan relokasi atas dasar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang yaitu : Berdasarkan surat 

Bupati, di lakukan peringatan sebanyak 3 kali disertai pendataan oleh 

Disperindagkop-UKM terhadap para PKL, dinas Satpol-PP melakukan penindakan 

relokasi karena bukan tempat semestinya sehingga menyalahi Perda Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang serta 

Pemerintah Daerah Sintang menyiapkan tempat berjualan di halaman pasar raya 

dengan metode pendekatan sosial berupa kegiatan sosialisasi (NGOPI) Ngobrol 

Pintar bersama Bupati dan para PKL. 

 

Kata kunci : Pengelolaan PKL di Tanjung Puri  Kabupaten Sintang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua perilaku masyarakat 

Indonesia diatur oleh hukum. Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan 

keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus 

digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. 

Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai 

menuju kebahagiaan. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam 

masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan 

masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Hukum mengandung suatu tuntutan 

keadilan. Seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan 

manusia dalam kehidupan diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang 

Penataan Pedagang Kaki Lima secara tersirat telah dengan jelas tertuang di 

dalam peraturan tersebut bahwa di dalam kebijakan dan pengelolaan baik secara 

administratif dan legalitas nya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang berhak 

melakukan penataan secara terstruktur sesuai Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 

2011. 

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 

2011 Pasal 1 ayat 5 menjelaskan pihak yang berwenang terkait dengan 

pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah “pejabat yang ditunjuk oleh 

Bupati dalam rangka pembinaan dan/atau pengawasan Pedagang Kaki 
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Lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang 

selanjutnya akan penulis singkat dengan (PKL). 

Berdasarkan peraturan di atas, penulis menyimpulkan terkait dengan 

pengelolaan PKL yang ada di kabupaten Sintang tidak terkecuali pada 

Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri ialah ranah pemerintah daerah 

yang telah ditunjuk oleh Bupati, pejabat yang berwenang berdasarkan 

perpanjangan tangan dalam hal ini Bupati Kabupaten Sintang. 

Negara Indonesia adalah negara hukum, dinyatakan secara tegas di 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 pasca amandemen. Sebagai negara hukum maka hukum harus 

dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen-elemen 

kelembagaan (institusional), kaedah aturan (instrumental) dan perilaku 

para subyek hukum (elemen subyektif dan cultural). Ketiga elemen sistem 

hukum tersebut mencakup; kegiatan pembuatan hukum ( law making), 

kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum ( law administration) 

dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating) atau 

yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit ( law 

enforcement).
1
 

Kabupaten Sintang berbatasan wilayah antara lain sebagai beikut:  

a. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten 

Melawi, dan Kabupaten Sekadau. 

b. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Melawi, Kabupaten 

Kapuas Hulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah 

                                                 
1 Jimly Asshidiqie, 2007, Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer. Cet.1, The 

Biography Institute, Jakarta, hlm. 131. 
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c. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan 

Malaysia 

d. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Melawi, Kabupaten 

Ketapang, dan Provinsi Kalimantan Tengah 

 

“Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sintang dengan luas wilayah 

21.638,00 km² yaitu sebanyak 421.306 jiwa (2020). Kepadatan penduduk 

19,35 jiwa/km2 yang terdiri dari multietnis dengan mayoritas suku Dayak 

dan Melayu. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang, pada tahun 2021, 

terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 361 desa.”
2
  

 

Besarnya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada 

sektor informal menyebabkan perhatian terhadap sektor tersebut baik 

sebagai subjek penelitian atau sebagai kelompok sasaran pembangunan. 

Sektor informal terbentuk tanpa melalui proses yang diatur sedemikian 

rupa dan merupakan pekerjaan mandiri yang kurang terorganisir, tumbuh 

dan berkembang dengan sendirinya. 

Pesatnya pertumbuhan ekonomi kota-kota di Indonesia telah 

menimbulkan suatu permasalahan sosial yang berkaitan dengan adanya 

daya tarik kota terhadap warga yang bermukim di pedesaan. Permasalahan 

sosial adalah tingkat urbanisasi yang tinggi, yang menimbulkan persaingan 

pencarian pekerjaan yang problematik seperti contoh dalam hal ini 

Kabupaten Sintang, sehingga salah satu faktor yang membuat 

pertumbuhan dalam faktor ekonomi di sektor informal ialah terkait dengan 

tingkat pendidikan yang rendah, serta kurangnya keterampilan. 

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, 

                                                 
2  Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, “Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin", 

https://sintangkab.bps.go.id/, dikunjungi pada tanggal 12 Maret 2022, Jam 00.16. 
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bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan 

nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan 

tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, 

dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke 

generasi. Pembangunan di daerah pada masa reformasi mengalami 

pergeseran pada kewenangannya. Adapun berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat 2, urusan 

wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk 

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota adalah 

kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam urusan otonomi 

daerah khususnya yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan 

tata ruang. 

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan 

keberadaan dan kebutuhan ruang untuk PKL pada produk perencanaannya. 

Ruang-ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan 

kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan para 

pedagang kaki lima menempati tempat-tempat yang tidak terencana dan 

tidak difungsikan untuk mereka, sehingga ruang-ruang publik untuk 

menjalankan usahanya. Akibatnya mereka selalu menjadi obyek 

penertiban dan pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota 

terkesan semrawut. 
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“Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan 

dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang 

yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan 

penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok 

tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-

tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.”
3
  

Sehingga telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mereka 

merupakan perpanjangan dari sektor atau ekonomi formal. Para pedagang 

asongan dan warung pinggir jalan, adalah tempat penjualan produk-produk 

sektor formal seperti rokok, minuman kemasan, maupun majalah dan koran.
4
 

 

“Pedagang-pedagang koran dan majalah di pinggir jalan maupun 

perempatan, adalah pihak yang langsung berhubungan dengan konsumen, 

dan dengan demikian menjadi salah satu ujung tombak perusahaan media 

cetak. Sehingga PKL sering dianggap sebagai kegiatan informal yang tidak 

tercatat, kontribusi ekonomi mereka kemudian tidak diperhitungkan di 

dalam kegiatan ekonomi kota. Kontribusi ekonomi yang tidak dihitung, 

maka pendekatan yang diambil pemkot terhadap kelompok PKL terutama 

adalah pendekatan yang bersifat pengaturan/control dan pelarangan.”
5
 

Pemerintah daerah dapat melakukan kewenangan dalam pembuatan 

kebijakan tersebut, seperti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

penataan PKL di Kabupaten Sintang, maka di Undang-Undang Peraturan 

Daerah tersebut menjadi landasan atau pijakan yang sah sehingga dapat 

melakukan sebagaimana mestinya tertuang di dalam kandungan atau isi 

Peraturan Daerah berupa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang 

strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan 

masalah publik atau pemerintah. 6 Secara normatif kebijakan tata ruang 

wilayah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang. 

                                                 
3 Rholen Bayu Saputra, 2014, "Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan 

(Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)", Vol.1, No.2, 2014 hlm. 4. 
4 Nurul Widyaningrum, 2009, "Kota dan Pedagang Kaki Lima", Vol.14, No.1, 2009, hlm. 5. 
5 Ibid. 
6 Kawengian, A., Pati, A., dan Kasenda, V. 2018, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang 

Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso)", Vol. 1, No. 1, 

2018 hal 4. 
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Seringkali kebijakan yang telah dibuat pemerintah mengalami 

beberapa hambatan atau kurang berhasil pada tahap implementasi 

kebijakan itu sendiri, namun dalam hal ini implementasi kebijakan 

tersebut harapan dari pemerintah dan juga lapisan masyarakat sebenarnya 

adalah dapat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dari berbagai 

kebijakan yang telah dilakukan. 

Menurut kebanyakan perencana dan penentu kebijakan kota, 

keberadaan para pelaku sektor informal terutama PKL, salah satu dampak 

kawasan kumuh perkotaan adalah gangguan terhadap keindahan dan 

keteraturan kota. Pandangan modernis ini justru sering sejalan dengan 

pandangan golongan masyarakat atas dan menengah contohnya ketika 

Gubernur Tjokropranolo melonggarkan peraturan terhadap PKL di Jakarta 

pada tahun 1970-an, kebijakan ini ditanggapi negatif oleh kelas menengah 

Jakarta yang memiliki kendaraan pribadi. Kalangan ini lalu 

membandingkan dengan era Gubernur Ali Sadikin yang lebih disiplin, 

bersih dan terorganisir.
7
 

Mayoritas dari mereka mengenyam pendidikan yang rendah dan 

dipengaruhi oleh faktor terbesarnya karena permasalahan ekonomi dan 

fasilitas infrastruktur yang masih rendah. Para PKL terdiri dari mayoritas 

masyarakat pendatang yang berangkat dari daerah ke kota, sehingga 

mereka sering dianggap tidak mempunyai rasa memiliki terhadap 

keindahan maupun kebersihan kota.
8  

 

Permasalahan pendidikan dan fasilitas infrastruktur desa tempat 

mereka berasal, hendak nya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah 

                                                 
7 Nurul Widyaningrum, 2009, Op.cit., hlm. 8. 
8 Ibid. 
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daerah untuk mengimplementasikan tindakan terhadap Undang-Undang 

yang telah ada. Pada kegiatan perdagangan kaki lima, karena dianggap 

ilegal dan mengganggu ketertiban dan keindahan umum, kebijakan yang 

diambil pun cenderung bersifat represif berupa penggusuran.  

Kegiatan PKL ini biasanya menempati ruang-ruang publik (trotoar, 

taman, pinggir badan jalan, kawasan tepi sungai dan di atas saluran 

drainase) yang mengakibatkan ruang publik tersebut tidak dapat 

dimanfaatkan oleh penggunanya dengan baik sesuai fungsinya. 9 

Perkembangan kondisi dualistic ini sering menimbulkan permasalahan 

bagi suatu kota. 

Kota Sintang merupakan satu di antara kota lainnya di Indonesia yang 

dalam perkembangannya juga mengalami masalah dengan kondisi 

dualistic. Kawasan Patimura yang merupakan pusat kota Sintang telah 

berkembang dengan pesat sebagai kawasan komersial (perdagangan dan 

perkantoran). Kawasan ini memiliki ruang terbuka yang luas yaitu alun-

alun yang berfungsi sebagai ruang publik yang digunakan masyarakat 

Sintang sebagai tempat berekreasi di pagi hari, sore, maupun malam hari.  

Kawasan ini selain berdiri bangunan-bangunan megah dan moderen, juga 

berkembang pesat kegiatan PKL yang amat beragam jenisnya. 

Perkembangan kegiatan PKL di kawasan ini lebih pesat, dibandingkan 

kawasan lain di Sintang dan keberadaannya menimbulkan masalah serius 

bagi lingkungan sekitarnya. 

                                                 
9 Retno Widjajanti, 2009, "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial 

Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang", Vol. 30, No. 3, 2009 hal 162. 
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Fungsi trotoar pada dasarnya untuk menampung aktivitas pejalan kaki, 

akibatnya trotoar sebagai jalur pejalan tidak dapat berfungsi karena ruang 

trotoar seluruhnya digunakan untuk tempat berdagang PKL. PKL juga 

berada di ruang bagian depan pertokoan, perkantoran, sekolah, tempat 

ibadah dan di tepi taman alun-alun yang berderet menutupi ruang serta 

memagari aktivitas formal, sehingga PKL yang semakin menurunkan 

kualitas lingkungan fisik kawasan Patimura Kecamatan Tanjung Puri 

Kabupaten Sintang. 

Masalah kondisi seperti ini, khususnya pada kasus kawasan Patimura 

harus ditangani secara khusus mulai dari perencanaan, perancangan dan 

peraturan-peraturan pendukungnya agar permasalahan yang timbul tidak 

berlarut-larut. Upaya awal yang dapat dilakukan berupa perlunya 

karakteristik aktivitas PKL sebagai dasar pengaturan ruang aktivitas dan 

kegiatannya, sehingga dapat terjadi keharmonisan tata ruang kegiatan 

formal dengan tata ruang kegiatan informal di kawasan Kecamatan 

Tanjung Puri Kabupaten Sintang. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian, dengan mengemukakan topik yang berjudul :  

“ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PENGELOLAAN 

PEDAGANG KAKI LIMA DI TANJUNG PURI KABUPATEN 

SINTANG.” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah penelitian adalah:  

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima di Wilayah Kabupaten Sintang? 

2. Bagaimana Proses legalitas atau Izin terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) 

di Wilayah Kabupaten Sintang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 

Sintang Nomor 9 Tahun 2011? 

3. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima 

(PKL) di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai ketentuan maupun proses 

penegakkan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada sebagian 

masyarakat/ pelaku yang berjualan di sekitar wilayah Kecamatan Tanjung 

Puri Kabupaten Sintang. 

2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab sebagian masyarakat atau pelaku 

PKL lebih memilih berjualan di bahu jalan di wilayah Kecamatan Tanjung 

Puri Kabupaten Sintang. 

3. Untuk memperoleh saran terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan 

antara para pedagang PKL dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat besar 

Kabupaten Sintang sebagai pengguna jalan pada saat malam hari di wilayah 

Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang. 
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D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dibidang hukum 

tata negara dan menjadi referensi untuk melakukan penelitian mengenai 

bentuk pengelolaan otonomi daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedagang Kaki Lima di 

Kabupaten Sintang. 

2. Manfaat praktis  

Dari hasil penelitian ini secara praktis diharapkan menambahkan wawasan 

dan pengetahuan bagi masyarakat serta meningkatkan ilmu di bidang hukum 

tata negara, khususnya di dalam bidang kebijakan pengelolaan otonomi 

daerah dan penertiban umum yang termuat di dalam Peraturan Daerah, 

sebagai pedoman hidup masyarakat untuk ditaati dan memiliki sanksi 

hukum apabila dilanggar. 

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teoritis  

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap 

warga negaranya, di Indonesia terdapat beberapa hukum yang memang 

berlaku dan ditaati oleh setiap warga negaranya  salah satu nya adalah hukum 

tata negara yang merupakan hukum yang dipakai untuk menyelesaikan 

masalah-masalah negara, dasar lainnya, struktur kelembagaan, pembentukan 

lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara 
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negara lembaga, wilayah dan warga negara maupun antara instansi yang 

berkaitan di dalamnya tidak terkecuali pusat hingga daerah. Hakikatnya 

hukum tata negara ialah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu 

negara berdasarkan segala aspek-aspek yang berkaitan dengan negara 

tersebut.   

Adanya kemerdekaan antar wilayah hingga menjadi suatu negara yang 

berdaulat, pembentukan peraturan atau Undang-Undang, adanya perbuatan-

perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang 

melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari 

penguasa atau pemerintah terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan 

sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum tata negara dalam mengatur 

kenegaraan. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisasi 

dengan baik serta kelompok cendekia di dalamnya, yang pada akhirnya 

melahirkan negara, makin menegaskan adanya bidang hukum tata negara 

karena negara membutuhkan hukum tata negara disamping bidang-bidang 

hukum lainnya.   

“Hukum tata negara menurut Prof. Drs C.S.T Kansil adalah Dalam upaya 

mempertahankan kelangsunan hidupnya pada tempat tinggal tertentu 

yang diangap baik sebagai sumber penghidupan bagi kelompoknya, 

diperlukan seorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan 

untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Dalam pada itu, pemimpin 

kelompok diberi kekuasaan dan kewenangan tertentu dan anggota 

kelompok diwajibkan untuk mentaati peraturan atau perintah dari 

pemimpinnya. Dengan demikian, maka timbullah dalam kelompok itu 

suatu kekuasaan “pemerintahan yang sangat sederhana.”
10

  

 

                                                 
10 Setya Yuwana Sudikan, 2020, “Potentials, opportunities and Challenges Of Indonesian As An 

International (Scientific Journal) Language”, 2020, hlm. 268.  
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Hukum tata negara merupakan bagian dari hukum publik karena 

objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang mempertahankan 

nya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki hak atau wewenang dan 

dibebani kewajiban untuk mempertahankan hukum tata negara.  

Hukum Tata Negara sebagai hukum yang tumbuh dari pancaran pikiran 

dan perasaan merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai pemimpin 

Indonesia dipertahankannya secara kebersamaan hukum tata negara sebagai 

tatanan hidup bermasyarakat di dalam bernegara oleh masyarakat Indonesia, 

karena kaidah-kaidah hukum tata negara sesuai dengan pandangan para 

pendiri dan masyarakat Indonesia.  

Berdasarkan kenyataan yang disebutkan di atas, berlakunya hukum tata 

negara mempelajari kewajiban sosial Pejabat negara dan kekuasaan.
11 

Sehingga dasar filosofis dari hukum tata negara adalah sebagai hukum dasar 

(the fundamental law) dan hukum tertinggi (the higher law) konstitusi harus 

dipatuhi oleh semua penyelenggara negara dan semua warga negara agar 

kekuasaan negara tidak disalah gunakan dan hak-hak warga negara tidak 

dilanggar.
12

 

Dasar berlakunya hukum tata negara ditinjau dari segi filosofi yang 

hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan 

jaman yang bersifat luwes ataupun fleksibel yang membuka paradigma baru 

di dalam antar lembaga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti 

                                                 
11 Open Science Framework, "Istilah Dan Pengertian Hukum Tata Negara Negara Menurut Para 

Ahli" https://osf.io/evgbq/download, dikunjungi pada tanggal 12 Februari 2022, Jam 00.23 WIB. 
12 Jimly Asshiddiqie, 2008, “Menuju Negara Hukum yang Demokratis”, Jakarta: Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), hlm. 253-274. 

https://osf.io/evgbq/download
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yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan 

pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-

pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik 

yang tertulis maupun yang tidak tertulis dimana dalam pembukaan UUD 

1945, pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar 

negara adalah Pancasila.   

Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi 

hukum karena hukum tata negara berakar pada konstitusi sehingga dapat 

menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan 

mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan 

demikian hukum tata negara secara filosofis merupakan hukum yang berlaku 

sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa 

Indonesia.  

“Hukum tata negara sendiri adalah hukum yang mengatur tingkah laku 

manusia indonesia dalam hubungan Dalam kedudukannya sebagai 

philosofische grondslag, Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah 

suatu cita hukum (rechtsidee).  

Menurut Rudolf Stammler (1856-1939), cita hukum yaitu “konstruksi 

pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-

cita yang diinginkan masyarakat.”  

Menurut A. Hamid S. Attamimi, cita hukum mempunyai fungsi sebagai 

bintang pemandu bagi tercapainya cita-cita masyarakat.”
13

 

  

Maka apabila terjadi suatu permasalahan terkait pelanggaran sangat 

diperlukan adanya penegak hukum, maka golongan panutan dalam 

masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu 

sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 

                                                 
13Attamimi A. Hamid S, 1996 “Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan 

Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”, Jakarta, hlm. 62-86. 
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mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu 

membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. 

“Maka seperti kepala desa, kepala suku, ketua adat serta anggota penegak 

hukum lainnya yang merupakan unsur penting dalam masyarakat yang 

memiliki kewajiban dan kuasa untuk menyelesaikan maupun 

mendamaikan perselisihan yang terjadi, yang pada akhirnya juga 

berkuasa untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah.”
14

  

 

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup 

ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, 

menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan 

hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya 

peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup dan tugas-tugasnya. 

Para penegak hukum selama ini mengikuti cara “menegakkan hukum 

menurut bunyi teks “black-letter law” yang hanya menurut kata-kata dan 

kalimat dalam teks.
15 

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor PBB 

Nomor 34/169. Ditanggal 17 Desember 1979 dalam Pasal 1 dikatakan bahwa 

“aparatur penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang 

ditetapkan kepada mereka oleh hukum dengan melayani masyarakat dan 

melindungi semua orang terhadap setiap tindakan”.
15 

Aparat Penegak Hukum Menurut Peraturan Daerah Ketentuan mengenai 

Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2010. Dalam Pasal 1 angka 8 dirumuskan pengertian Satuan Polisi 

Pamong Paja (Satpol-PP) adalah “sebuah perangkat dan perlindungan daerah 

dalam penegakan perda dan berwenang dalam penyelenggaraan ketertiban, 

                                                 
14 Ibid. 
15 Satjipto Rahardjo, 2009, Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum. Cet. 1, Bayu Media, Malang, 2009. 

hlm. 54. 



15 

 

kedisiplinan umum, menciptakan rasa aman, damai dan tentram dalam 

masyarakat”.
16

 

Sehingga permasalahan penegakan PKL sangat berkaitan erat dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 9 Tahun 2011 maka yang berhak 

dan mengatur penertiban di lapangan tanpa terkecuali di sepanjang 

Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang di lakukan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja sesuai kebijakan dan aturan daerah Kabupaten Sintang, namun 

di dalam penegakan nya atas dasar tugas dan amanat yang telah diberikan 

oleh Undang-Undang Satuan Polisi Pamong Praja kerap kali menyalahi 

aturan, parahnya tak sedikit beberapa oknum memakai kekerasan di 

dalamnya.  

Mengingat hal ini pada kasus yang terjadi di Kabupaten Sintang beberapa 

tahun silam yang masih berhubungan dengan penertiban yang dilakukan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja.  

“Kasus ini diterbitkan oleh (Tribunnews.com) Kasus kekerasan yang 

terjadi pada saat penertiban pengantre BBM oleh Satpol-PP Sintang 

kemarin berlanjut. Sugeng (30) suami Lia (28) yang merasa diperlakukan 

kasar, Jumat (27/5/2011) mendatangi Kepala Satpol-PP Sintang. Sembari 

mengeluarkan suara lantang, Sugeng juga membawa pakaian dalam 

wanita untuk mempermalukan Kepala Satpol-PP Sintang yang dianggap 

hanya berani kepada perempuan. "Bapak ini cocoknya memakai pakaian 

wanita saja, mending jadi banci saja, karena beraninya hanya sama 

perempuan!", kata Sugeng dengan suara lantang. 

Sugeng datang bersama istrinya Lia, sekitar pukul 9.00 WIB, dia 

kemudian dipersilahkan masuk ke ruang Kepala Satpol-PP Sintang. 

Awalnya dialog berjalan santai namun lama-kelamaan menjadi tegang. 

Mendengar ada ketegangan, sejumlah anggota Satpol-PP pun langsung 

masuk ke ruang Kepala Satpol-PP Sintang, namun ketegangan terus 

                                                 
16 Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (8) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 
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berlanjut. Sugeng kemudian mengeluarkan pakaian dalam wanita yang 

sudah disiapkan di dalam tas nya.”
17

 

 

Seperti diberitakan Tribun sebelumnya, Kepala Satpol-PP Sintang, 

Antonius disiram bensin oleh Lia, istri Sugeng. Lia menyiram Kepala Satpol-

PP Sintang lantaran dianggap telah melakukan kekerasan kepadanya. 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Menurut Pietter Rosalvallon (2008) 

pada Counter Democracy, entropi kekuasaan selalu menciptakan dan 

meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada kekuasaan.
18

 

Satuan Polisi Pamong Praja pada dasarnya melakukan tugas dan 

wewenang nya berkaitan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2010 dalam Pasal 1 angka 8 menjadi seolah tegas dalam melakukan tugas 

nya, namun dengan cara kekerasan yang anarkis sehingga dapat melukai 

seseorang atau sekelompok masyarakat yang ingin mencari rezeki, bila 

dikaitkan dengan pedagang kaki lima. 

Hal ini dapat kita lihat memang antara hukum tata negara dan hukum 

pidana pada suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan adanya penegak 

hukum, setiap keputusan yang dibuat benar-benar berdasarkan hukum yang 

hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat merasakan 

keadilan, ketentraman dan kedamaian yang benar-benar terwujud dan bisa 

melindungi masyarakat.  

                                                 
17 Tribunnews, “Terjadi penindakan Satpol-PP yang tidak seharusnya kepada masyarakat”, 

http://tribunnews.com/, dikunjungi pada tanggal 15 februari 2022. Jam 02.30 
18 Kompas Nasional, "Negara Mabuk kekerasan", https://nasional.kompas.com/, dikunjungi pada 

tanggal 15 Februari 2022. Jam 02.45 

https://nasional.kompas.com/
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2. Kerangka Konsep  

Berdasarkan uraian dalam tinjauan pustaka di atas, digambarkan oleh 

penulis bahwa jika kita melihat lebih dekat penerapan Undang-Undang atau 

peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dijelaskan dalam penelitian 

ini, secara umum terdapat beberapa aturan yang diterapkan, yaitu hukum 

yang bersifat tertulis (hukum negara) dan hukum yang bersifat tidak tertulis 

(norma).  

Seluruh aturan yang dibuat pasti memiliki nilai positif dan negatif yang 

perlu kita perhatikan agar kita dapat menentukan aturan mana yang dapat kita 

prioritaskan dan itu tidak berarti bahwa prioritas aturan status atau kekuatan 

aturan lainnya akan hilang. Jika kita berbicara dari sudut pandang warga 

negara kesatuan Republik Indonesia, maka aturan yang harus kita prioritaskan 

adalah hukum tertulis (hukum negara), dikarenakan sifat dari hukum ini 

meliputi seluruh masyarakat atau seluruh warga Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Sehingga dalam perjalanannya, hukum tertulis yang berlaku di Indonesia 

tidak berjalan secara efektif seperti yang kita bayangkan. Kondisi geografis 

Indonesia yang terdiri dari wilayah-wilayah yang luas, membuat penyebaran 

ataupun sosialisasi terhadap berbagai aturan perundang-undangan menjadi 

kurang optimal. Keadaan yang seperti ini membuat kepedulian dan 

kepercayaan masyarakat menjadi berkurang pula terhadap lembaga-lembaga 

serta pemahaman aturan perundang-undangan yang ada, maka dari itu untuk 

mengatur berbagai norma dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, 
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diterapkanlah hukum dasar dari pengaturan dan penataan PKL di kota 

Sintang, yaitu tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Sintang dalam 

rangka pelaksanaan otonomi daerah, dengan dikeluarkannya Peraturan 

Daerah Kota Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedagang Kaki Lima 

(PKL). Landasan hukum lainnya terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan 

Pasal 33.
19

 

2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah. 

Pada hakekatnya penerapan hukum dan dilakukan penertiban sebagai 

panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dimana tidak terjadi 

kekosongan hukum sehingga dilaksanakan demi tujuan keadilan, kepastian, 

dan kemanfaatan, dimana tidak ada seorangpun yang akan merasa dirugikan 

oleh adanya penerapan suatu hukum. Hukum di negara Indonesia memiliki 

tempat dan tata cara penerapannya masing-masing yang disesuaikan dengan 

bidang pemberlakuannya, baik itu hukum secara umum maupun secara 

khusus. Dalam implementasinya, tentu saja tidak semua aturan hukum pidana 

                                                 
19  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik 

Indonesia dengan Undang-undang 1945”, https://www.mkri.id/, dikunjungi pada tanggal 15 Februari 

2022, Jam 03.13. 

https://www.mkri.id/
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akan dikenakan atau diberlakukan terhadap pelaku, melainkan pemberlakuan 

aturan hukum tersebut dikenakan sesuai dengan perbuatan yang telah 

dilakukannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 18 

tentang Ketentuan Pidana. 

Menurut hemat penulis, idealnya masyarakat harus lebih membuka diri 

untuk belajar sehingga dapat memperkaya intelektualisasi, memilih 

menggunakan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan PKL di Kabuapaten Sintang. 

Tujuan pemidanaan diatas tentunya sudah dibuat melalui berbagai 

tinjauan yuridis dan filosofis, dimana bentuk hukumnya sesuai dengan 

penerapan denda/ ganti rugi yang ada dan agar pelaku merasa lebih jera untuk 

tidak melakukan kesalahan yang berkaitan dengan aturan Peraturan Daerah 

tersebut. Sehingga menggunakan pembayaran sanksi yang bersifat 

administratif dengan harapan dari Pemerintah Daerah dapat menimbulkan 

efek jera terhadap pelaku. 

Umumnya ada beberapa jenis sanksi denda atau administratif yang 

dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran antara lain:  

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 

(1), Pasal 6, dan/atau Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah). 
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Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran.
20

 

Solusi ini diberikan agar penerapan hukum di Indonesia menunjukan 

sebuah keadilan dan kemerataan hukum yang akan terjadi diseluruh wilayah 

Indonesia (pemerataan hukum). Sesuai dengan tujuan teori etis yang 

menyebutkan “tujuan hukum menurut teori etis adalah semata-mata untuk 

mewujudkan keadilan”. Fokus utama dari teori etis adalah mengenai hakikat 

keadilan dan norma atau ketentuan untuk berbuat secara konkret dalam suatu 

keadaan tertentu. Tujuan hukum menurut teori etis didasarkan pada isi hukum 

yang ditentukan oleh keyakinan manusia yang etis tentang sesuatu yang adil 

dan sesuatu yang tidak adil.
21 

 

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka penulis dalam hal ini memiliki 

tujuan untuk menegaskan masalah penerapan hukum di dalam penerpan 

penertiban PKL yang akan menjadi acuan pada kasus kekerasan yang 

dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang terjadi di Kabupaten Sintang. 

Sehingga apabila tidak terdapat ketegasan penerapan hukum yang menjadi 

acuan bersama, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemikiran-

pemikiran baru yang akan menyebabkan terjadinya dualisme hukum. Maka 

dengan memberikan penjelasan mengenai solusi terkait permasalahan ini, 

diharapkan penelitian ini dapat mencegah terjadinya beragam penafsiran-

penafsiran baru yang dapat merugikan berbagai pihak.   

                                                 
20 Pasal 18 ayat (1) & (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 9 Tahun 2011 tentang Penataan 

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang. 
21  Bantuan Hukum Sayap Bening Law Office, “Tujuan Hukum Menurut Para Ahli”, 

https://bantuanhukum-sbm.com/, dikunjungi Pada tanggal 15 February 2022, Jam 4.41. 

https://bantuanhukum-sbm.com/
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F. Metode Penelitian  

1. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum 

sosiologis atau empiris penelitian hukum sosiologis atau empiris mengkaji 

hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata (actual behavior), sebagai 

gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam 

kehidupan bermasyarakat.
22

 Penelitian hukum empiris merupakan salah satu 

jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum 

dalam masyarakat.  

2. Metode Pendekatan Masalah  

Metode penelitian empiris ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif 

analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan sebagaimana 

adanya suatu kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi pada saat dilakukannya 

penelitian serta menganalisisnya sehingga akhirnya dapat ditarik suatu 

kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.   

“Hal ini berhubungan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad 

menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum 

positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, 

tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi 

penelitian lapangan (field research). Perilaku nyata tersebut hidup dan 

berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang 

dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat 

kebiasaan.” 
23

 

 

“Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris 

menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala 

yuridis melalui ungkapan prilaku nyata (actual behaviour) yang dialami 

oleh anggota masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu 

                                                 
22 Muhaimin, 2020, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.  
23 Ibid, hlm. 29 
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sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh 

masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam 

masyarakat. Prilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh 

masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (statute law), 

tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order), dan tidak 

pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (sosial ethics).”
24

 

  

3. Teknik Pengumpulan Data  

 

Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan 

sumber data atau responden setempat yaitu Kepala Dinas Satuan Polisi 

Pamong Praja, para PKL yang berjualan di sepanjang jalan Patimura 

Kecamatan Tanjung Puri beserta warga masyarakat setempat. Teknik ini 

dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan, penulis akan berinteraksi 

langsung beberapa narasumber dengan menggunakan alat untuk wawancara 

dan melakukan wawancara bebas untuk memperoleh jawaban dari masalah 

penelitian.    

4. Analisis Data  

Analisis data yaitu menggunakan analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif 

diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. 

Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistic yang terdiri atas 

kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar di ukur dengan 

angka, bersifat monografi dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat 

disusun ke dalam   struktur klarifikasi, hubungan antar variabel tidak jelas, 

sampel lebih bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan 

pedoman wawancara dan observasi.  

 

                                                 
24 Abdulkadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, 2004, hlm. 54.  
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5. Sumber data  

Dalam penelitian hukum sosiologis dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:  

a. Data Primer  

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama. 

Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi 

kepustakaan serta Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur 

serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini 

yang terdiri dari:  

1) Bahan Hukum Primer, yaitu Data yang di peroleh secara langsung yang 

di lakukan melalui hasil wawancara dengan pihak–pihak yang terkait 

dengan masalah ini.  

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan 

permasalahan hukum yang akan penulis teliti.  

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan memberikan bahan hukum primer 

dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan 

lainnya.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan pedagang kaki lima di wilayah 

kabupaten Sintang secara konsisten dapat diamati dari tahun ke tahun, bahkan 

ada kecenderungan untuk naik. Hal tersebut mendapat respon dari 

pemerintah. Pemerintah sedang mengupayakan program tersebut, berupa 

bantuan agar dapat memudahkan masyarakat atau pelaku dari sektor informal.  

a. Pemerintah Daerah telah mengakomodir dengan upaya satu diantaranya 

relokasi PKL ini dapat berdampak positif dan dapat secara bertahap 

menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 

oknum serta kelompok masyarakat. Relokasi yang dilakukan berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pedagang 

Kaki Lima. 

b. Dampak positif nya ialah Pemda selaku pengelola dapat memaksimalkan 

potensi-potensi yang ada atau yang tidak tersentuh sebelumnya, maka 

terkait dengan biaya retribusi untuk sementara belum diberlakukan setelah 

proses relokasi selesai oleh Dinas Disperindag-KOP dan Satpol-PP. Upaya 

tersebut dilakukan karena melihat situasi dan kondisi yang tidak 

memungkinkan karena baru saja dilakukan relokasi dan penyesuaian hal-

hal lainnya. 
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c. Pasca relokasi dilakukan terhitung sebanyak 63 pelaku PKL yang telah 

mengikuti program relokasi dan setelah melakukan berbagai metode satu 

diantaranya dengan cara wawancara oleh beberapa pelaku PKL didapatilah 

sebanyak 9 pelaku PKL yang tidak mengikuti program relokasi di Jalan 

PKP Mujahidin Kabupaten Sintang. Sehingga total semua PKL sebelum 

dilakukannya relokasi sebanyak 73 pelaku PKL. 

2. Proses legalitas terhadap pedagang kaki lima di wilayah kabupaten Sintang 

menurut peraturan daerah kabupaten Sintang nomor 9 tahun 2011 tentang 

penataan pedagang kaki lima di kabupaten Sintang. Melalui prosedur, proses 

yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 

2011.  

a. Di awali dari pendataan terhadap para PKL dengan harapan terkait dengan 

legalitas PKL di pasar raya dapat berjalan sesuai dengan semestinya. 

Dikoordinir oleh Pemda melalui Dinas Disperindag-KOP Kabupaten 

Sintang.  

b. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para pedagang 

PKL, mereka menyampaikan berkas-berkas yang dibutuhkan atau yang 

diminta oleh Dinas Disperindag-KOP yaitu (KTP) kartu tanda penduduk 

dan (KK) kartu keluarga, setelah itu terkait dengan izin atau legalitas dapat 

diproses langsung oleh Dinas Disperindag-KOP Kabupaten Sintang.  

c. Sementara waktu pasca relokasi dilakukan terkait sarana dan prasarana 

pendukung PKL telah di sediakan oleh Pemda di antara nya : Listrik, air, 

tempat cuci umum serta tempat penyimpanan grobak dan alat pendukung 
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PKL lainnya akan segera dipersiapkan secara bertahap oleh Pemerintah 

Daerah khususnya Kabupaten Sintang. 

3. Faktor-faktor yang Menghambat dalam Proses Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang. 

a. Proses relokasi PKL ke pasar raya, yang sudah dilaksanakan baru di mulai 

di wilayah Jalan Patimura, dengan harapan penyusulan relokasi PKL di 

tempat yang lain bisa dapat terwujud dengan sesuai peraturan yang ada, 

namun proses nya cukup alot.  

b. Pemda mengambil metode pendekatan sosial, oleh karena itu melakukan 

sosialisasi secara bertahap bersama para PKL sebanyak 3 kali.  

c. Pengelolaan yang dilakukan khususnya Dinas Disperindag di dalam 

administrasi tersebut antara lain : kartu tanda penduduk dan kartu keluarga 

dari para pedagang agar izin tersebut dapat sesuai dengan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di 

Kabupaten Sintang.  

d. Proses relokasi dapat berjalan aman dan kondusif.  

e. Para pelaku PKL mempertimbangkan masyarakat atau konsumen mengerti 

karena dampak dari pasca relokasi tersebut memerlukan waktu yang tidak 

sebentar.  

f. Terjadi kebijakan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak antara 

PKL dan Pemda Kabupaten Sintang. 

g. Hal ini juga berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan karena mengingat 

sebelumnya lokasi Pasar Raya Sintang untuk tempat lokasi setelah pasca 
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relokasi yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Sintang, cukup sepi 

sehingga di khawatirkan oleh PKL dapat menurunkan pendapatan yang 

tidak seperti biasanya yang dapat dirasakan oleh para PKL.  

h. Sebelum adanya penindakan relokasi tidak ada beban biaya, namun di 

tempat yang baru terdapat biaya retribusi yang akan dibebankan kepada 

para PKL.  

i. Karena tidak dapat dipungkiri berdasarkan wawancara terhadap para PKL 

mereka mengakui bahwa perbedaan pendapatan turun sebanyak 50% dari 

tempat yang sebelumnya.  

j. Akan tetapi kebijakan Pemda mengetahui hal-hal dan permasalahan yang 

ada, maka Pemda selaku pengelola memberikan tambahan tenggat waktu 

terkait pemungutan biaya retribusi. 

B. Saran 

1. Diharap kepada Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Satpol-PP 

Sintang agar lebih memperhatikan masyarakat atau pelaku PKL yang 

berjualan di tempat-tempat strategis yang ke depan dapat berpotensi adanya 

oknum-oknum baru yang dapat berjualan di tempat yang tidak berizin.  

2. Diharapkan Dinas Satpol-PP dapat mengamankan dan menjaga tempat-

tempat yang sudah di relokasi kemarin agar tetap seperti sekarang. 

3. Diharapkan kepada Satpol-PP di dalam hal ini khsusunya pengelolaan dan 

pengamanan harus dapat kondusif dan memberikan pelayanan yang humanis 

serta dalam penindakan nya atau upaya yang dilakukan menggunakan 
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pendekatan sosial, minimal cara yang di lakukan kemarin dapat 

dipertahankan. 

4. Persoalan PKL tersebut dapat di antisipasi secara lebih dini agar tidak terjadi 

secara berlarut-larut, contohnya melakukan kegiatan patroli dan melakukan 

teguran atau sanksi jera. Sehingga tidak ada peluang untuk bertambahnya 

PKL serta dapat mengurangi biaya anggaran operasional yang berlebihan. 

5.  Pengelolaan di tempat PKL yang baru direlokasi yaitu di Pasar Raya Jalan 

Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang dapat di 

kelola dengan baik. Diharapkan Pemerintah Daerah beserta stakeholder yang 

ada dapat secara bertahap melengkapi fasilitas-fasilitas umum demi 

kemudahan kegiatan PKL. 

6. Pengelolaan di Pasar Raya harus secara tegas tidak pandang bulu dan tidak 

adanya keberpihakan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 

atau membuat situasi tidak kondusif, seperti adanya pungli liar, adanya 

premanisme. Aturan harus ditegakkan seadil-adilnya dalam berbagai masalah 

yang ada, cepat tanggap akan pelayanan terhadap pengaduan terkait 

permasalahan yang ada di lapangan kepada pemerintah daerah khususnya 

pemerintah Kabupaten Sintang sangat dipertaruhkan kredibilitasnya ke depan. 
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